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SUHU menjelang Pemilu 2024,
yang didalamnya juga terdapat
pemilihan presiden (pilpres) se-
makin terasa panas. Saling hujat
telah menjadi tontonan sehari-
hari, di media sosial (medsos).
Suasana panas kian terasa kare-
na sikap buzzers serta hasil
‘survei pesanan’.

Bumi makin panas. Ini bukanlah
judul Film Indonesia tahun 1973
yang dibintangi Suzanna dan
Dicky Suprapto. Tetapi inilah yang
terjadi di Indonesia yang kini kian
terasa suasana panas tersebut.
Suasana menjelang pemilu di-
tambah cuaca iklim ekstrem yang
sangat panas, benar-benar mem-
buat Bumi Indonesia terik dan
menyengat.

Dalam situasi seperti ini, perbe-
daan afiliasi apalagi pilihan, akan
mudah tersengat dan membakar
emosi. Karenanya, upaya men-
dinginkan suasana harus terus
menerus dilakukan. Setelah para
elite partai menyerukan pemilu
damai, giliran Gubernur DIY Sri
Sultan Hamengku Buwana X
mengajak para lurah dan pamong
untuk menjaga netralitas Pemilu
2024. Kemampuan menjaga ne-
tralitas ini disebutnya akan mem-
buat pelaksanaan pemilu damai,
kondusif serta menjaga keutuhan
NKRI.

Dalam Sapa Aruhnya di Mo-
numen Yogya Kembali jelas di-
ungkap hal itu. “Saya minta, men-
jelang pelaksaan pemilu, lurah
dan pamong harus menjaga ne-
tralitas. Pak lurah sebaiknya tidak
perlu melu kampanye. Bersikap
netral saja. Jangan sampai ma-
syarakat terpecah. Nanti susah
sendiri,” kata Sultan dalam ‘Sapa
Aruh Jogja Nyawiji Ing Pesta
Demokrasi'. (KR, 29/10)

Ajakan dan peringatan baik ser-
ta simpatik. Mengingat lurah dan
pamong memiliki peran strategis
yang penting di masyarakat dan
langsung berhadapan dengan
warga. Kalau mereka mengikuti
kampanye, Gubernur DIY meng-
khawatirkan bila hal tersebut akan
mengoyak rasa persatuan warga
di lingkungannya.

Sri Sultan Hamengku Buwana

Menakar Ketaatan Lurah Menjaga Pemilu Damai

X tidak bisa mengabaikan adag-
ium politik yang dikemukakan
Lord Acton (1833 - 1902) : power
tends to corrupt. Absolute power
corrupts absolutely (kekuasaan
cenderung korup. Kekuasaan ab-
solut korupsinya absolut juga).
Paham bila korupsi, dimaknai se-
bagai penyalahgunaan secara lu-
as, Gubernur DIY merasa harus
menyampaikan peringatan terse-
but. Sebab, korupsi dalam hal
penyalahgunaan bisa terjadi di
semua level.

Sejatinya, dalam UU No 6/2014
- yang revisinya masih dibahas
dan awal Oktober baru disepakati
menjadi RUU usul inisaitif DPR,
namun tidak menjadi prolegnas
prioritas - sudah jelas mengatur
larangan tersebut. Dalam pasal
29 huruf (g) UU No 6/2014 ten-
tang Desa disebutkan kepala de-
sa dilarang menjadi pengurus par-
tai politik. Selanjutnya huruf (j)
menyebutkan : dilarang ikutserta
dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemi-
lihan kepala daerah.. Untuk pe-
rangkat desa, aturan yang sama
termaktub dalam pasal 51.

Pengaturan ayat 29 tersebut
diteruskan dengan jelas dalam
pasal 30 ayat (1) UU No 6/2014.
Kepala desa yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 dikenai sanksi ad-
ministrative berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis. (2)
Dalam hal ini sanksi administratif
sebagaimana dimaksud ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tin-
dakan pemberhentian sementara
dan dapat dilanjutkan dengan
pemberhentian.

Aturan jelas. Peringatan dini su-
dah disampaikan. Untuk menakar
ketaatan lurah menjaga pemilu
damai, tinggal bagaimana peng-
awasan dan juga keteladanan
elite terutama eksekutif level di
atasnya. Karena kita tahu, bangsa
ini masih sangat kuat memegang
teguh budaya paternalistic. Lurah
pun menghadapi dilemma. Keti-
ka eksekutif ‘di atasnya’ -
bupati/walikota/gubernur - adalah
petugas partai yang ditugaskan
menjadi jurkam. O-f
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TANPA pengumuman adanya
pemadaman, listrik tiba-tiba mati di
kawasan Minomartani Mlandang-
an, Selasa (24/10) di siang hari la-
lu. Listrik mati selama 2,5 jam mu-
lai sekitar 14.30 - 17.00, bukanlah
waktu yang singkat dan cukup
membuat pekerjaan dan aktivitas
terhalang. Yang membuat aneh,
ada sebuah rumah yang dijalur
dan jalan yang sama, tidak mati
listriknya.

MESKI kampanye belum dimu-
lai, namun sejatinya sudah berlang-
sung cukup lama. Dan kini sangat
mungkin akan kian semarak. Kare-
na mau tidak mau, pemasangan
alat peraga sosialisasi (APS) men-
jadi ‘tidak berbedai dengan kampa-
nye. Banyak terpasang bahkan ter-
masuk di tempat yang tidak di-
izinkan seperti tempat ibadah.

Sangat dimungkinkan, pema-
sangan APS dan sebentar lagi alat
peraga kampanye (APK) akan me-

Listrik Tiba-tiba Mati

Dalam seminggu kemarin, listrik
tiba-tiba padam bukan hanya terjadi
sekali. Karena pada Rabu (25/10)
kembali padam sekitar pukul 17.30-
an, meski hanya 10-an menit. Dan
Kamis (26/10) juga terjadi pada
pukul 22.00 juga sekitar 10 menit.
Mungkin hanya sebenar, sekitar 10
menit. Tetapi tiba-tiba lampu mati ini
cukup menyusahkan kami. O-f
*) Ninik, Mlandangan Minomartani

Sleman

Waspada, Sampah Visual Kampanye

rambah dimana-mana dan kemana-
mana. Maka para relawan kebersih-
an sampah visual perlu lebih
meningkatkan kewasdaan dan ak-
tivitasnya, karena akan semakin ma-
rak pemasangan poster, rontek, lyer,
bendera dan lainnya di tempat-tem-
pat yang tidak semestinya. Mulai
tembok, tiang listrik bahkan pepo-
honan. Tak lama lagi akan banyak
pohon menderita karena dipaku. C-f
*) Nur Rahman, Muja-muju
Umbulharjo Yogya.
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Kaum Muda dan Pemilu

MENJELANG pemilu, perhatian pada
kaum muda tiba-tiba menjadi prioritas
partai-partai politik. Semua partai politik
mengupayakan agar kelompok sosial ini
menjadi sekutu penting dalam kampanye
pemilu mereka. Ini tentu sangat beralas-
an bila kita melihat data pemilih tetap
pemilu 2024 yang ditetapkah KPU.
Mayoritas pemilih berasal dari kelompok
generasi melineal dan Z yakni sebanyak
56,45 % dari total pemilih.

Meskipun partai politik melibatkan
banyak generasi muda, namun keterli-
batan itu belum tentu memenuhi ke-
pentingan kaum muda tersebut.
Hanya sedikit dari mereka yang di-
rekrut masuk ke dunia politik elek-
torat mewakili partai yang mereka
dukung. Mereka juga kurang terwak-
ili secara memadai dalam lembaga-
lembaga politik. Jumlah anggota legis-
latif (2019-2024) yang berusia 21 hing-
ga 40 tahun hanya sekitar 16%.
Walaupun berkontribusi besar bagi
partai politik, mereka memiliki pelu-
ang yang terbatas dan masih belum
memiliki akses yang setara.

Hanya Memanfaatkan

Partai politik yang hanya meman-
faatkan kaum muda untuk kepenting-
an kampanye dan perolehan suara
tanpa memberikan perhatian nyata
terhadap kepentingan mereka adalah
fenomena yang cukup umum. Hal ini
terjadi ketika partai hanya melihat gene-
rasi muda sebagai alat untuk mencapai
tujuan mereka, tetapi kurang mem-
berikan perhatian yang besar kepada isu-
isu penting yang relevan bagi mereka.

Partai politik sering kali mengambil
pendekatan transaksional. Mereka
menarik kaum muda dengan janji-janji
politik yang menarik, seperti peluang
pekerjaan, perubahan dalam sistem pen-
didikan, atau peningkatan kesejahteraan
generasi muda. Mereka aktif mengorgan-
isir kampanye yang melibatkan kaum
muda, mengadakan konser-konser, dan
membuat konten kreatif dan meme yang

Andreas A Susanto

mendukung kampanye yang menarik
lewat media sosial.

Namun, begitu pemilu berakhir dan
partai berhasil meraih suara, politisi par-
tai sudah kurang tertarik pada isu-isu inti
yang mempengaruhi masa depan genera-
si muda, baik di dalam maupun di luar
politik. Partai tidak memberikan wadah
atau platform yang sesuai untuk pemuda
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untuk terlibat dalam pengambilan kepu-
tusan atau berkontribusi pada perubahan
yang diinginkan. Sebagian besar politisi
tidak banyak terlibat dalam pember-
dayaan ekosistem yang dapat mendorong
lapangan kerja atau kewirausahaan un-
tuk melibatkan generasi muda secara pro-
duktif.

Sudah saatnya keterlibatan generasi
muda dalam politik diperlakukan sebagai
sarana untuk mencapai tujuan pemba-
ngunan bangsa yang lebih besar dengan
memanfaatkan energi generasi muda.
Para pemimpin kaum muda tidak boleh
hanya sekadar menjadi saluran untuk

memenuhi agenda para penguasa politik.
Mereka harus bersuara demi kepentingan
generasi muda dan bangsa. Kaum muda
perlu proaktif dalam menuntut perubah-
an. Dan memastikan bahwa partai politik
benar-benar memperjuangkan kepenting-
an mereka, bukan hanya selama kampa-
nye. Tetapi juga setelah pemilu.
Catatan Kinerja
Penting bagi kaum muda untuk memi-
liki pemahaman yang baik tentang se-
jarah dan catatan kinerja partai agar da-
pat membuat penilaian yang lebih
baik. Pemuda harus bersikap skeptis
terhadap janji-janji kosong. Kaum mu-
da harus melihat isu-isu politik dan
kepentingan mereka dalam konteks
jangka panjang. Pertimbangkan
dampak kebijakan politik terhadap
masa depan generasi muda dan bang-
sa, berpikir strategis, dan fokus pada
perubahan yang berkelanjutan.
Pendidikan politik generasi muda
adalah cara yang efektif untuk
memastikan bahwa mereka memiliki
pengetahuan yang cukup untuk
menyikapi tindakan partai politik se-
cara kritis. Sikap kritis dan aktif da-
lam mengawasi tindakan partai poli-
tik adalah langkah penting untuk
memastikan kaum muda tidak hanya
dimanfaatkan sebagai alat kampanye
dan pendukung partai. Tetapi juga
memiliki pengaruh yang signifikan
dalam pengambilan keputusan politik
yang memengaruhi masa depannya. (-f
*) Andreas A Susanto, Dosen Prodi
Sosiologi, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
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Pembaca yang budiman, terimakasih
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Media Baru versus Penyiaran Digital

PERUBAHAN niscaya terus terjadi
dari waktu ke waktu. Demikian halnya
pada sektor komunikasi dan informatika.
Perubahan menuju pada kemudahan dan
kecepatan untuk mengakses informasi.
Teknologi menyediakan hamparan plat-
form media baru.

Tahun 2022 menjadi pondasi bagi Lem-
baga penyiaran televisi untuk lebih berbe-
nah dan meningkatkan mutu pelayanan-
nya. Berdasarkan Undang-undang No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penye-
lenggaraan penyiaran dilaksanakan de-
ngan mengikuti perkembangan teknologi,
termasuk migrasi penyiaran dari teknolo-
gi analog ke teknologi digital. Karenanya,
migrasi dari sistem analog ke digital telah
memberi peluang bagi masyarakat untuk
lebih banyak memilih saluran televisi
yang disajikan. Analog Switch Off (ASO)
dilakukan bertahap agar tidak terjadi
kekacauan dalam satu waktu, dan dapat
menata dan memperbaiki berbagai kenda-
la di lapangan. Diharapkan 2 November
2022 program ASO telah selesai sempur-
na.

Demokratisasi Penyiaran

Perkembangan teknologi penyiaran
multipleksing dan penyiaran new media
turut memberi dampak pada penerapan
demokratisasi penyiaran. Baik dalam hal
diversity of ownership, diversity of content
maupun konten lokal melalui sistem stasi-
un jaringan. Prinsip dasar demokratisasi
penyiaran adalah diversity / plurality and
public interest. Tiga pilar diversity dalam
konteks Indonesia: (1) ownership, (2) con-
tent, (3) geographical reach (jangkauan ge-
ografis) termasuk mengkombinasikan ke-
pentingan market dan layanan publik.

Dengan demikian, era digital telah men-
jadi keniscayaan untuk tumbuh dan
berkembangnya industri di bidang
penyiaran. Menjadi penting untuk meng-
atur dan mengawasi konten siaran di era
digital dalam tatanan regulasi baru.
Pertama, payung hukum yang kompre-

Hazwan Iskandar Jaya

hensif. Hal ini mengandung prinsip keadi-
lan dalam pengawasan konten (equality of
law protection). Prinsip pengawasan yang
sama antara pengawasan media broad-
cast konvensional dengan media broadcast
baru. Oleh sebab itu, penyiaran patut di-
jamin dengan kebijakan berbentuk per-
aturan perundang-undangan yang kom-
prehensif.

Kedua, menjaga kualitas konten.
Terkait ihwal kualitas konten siaran, da-
lam implementasinya, setiap pengaturan
penyelenggaraan penyiaran akan selalu
berhadapan dengan isu tentang diversity
of ownership dan diversity of content. Isu
diversity of ownership muncul bertujuan
untuk tidak terjadinya pemusatan kepe-
milikan media yang akan berdampak ter-
hadap isi media, lebih spesifiknya masuk
kedalam kehidupan politik serta pada ke-
beragaman isi.

Sedangkan diversity of content

yang tidak sesuai dengan norma sosial, ni-
lai budaya dan agama di Indonesia.

Keempat, efisiensi Infrastruktur. Dari
sisi penyelenggara siaran, digitalisasi ber-
arti efisiensi infrastruktur (hampir 75%)
dan biaya operasional serta mendukung
teknologi yang ramah lingkungan. Digi-
talisasi setidaknya akan menghemat bia-
ya untuk pengadaan dan perawatan to-
wer.

Salah satu fungsi utama Komisi
Penyiaran Indonesia dan Daerah adalah
fungsi pengawasan isi siaran. Seiring de-
ngan perubahan teknologi dan ragam isi
siaran akibat adanya migrasi dari analog
ke digital memungkinkan terjadinya 3
(tiga) hal. Pertama, semakin banyaknya
pilihan saluran televisi. Kedua, diversity of
content yang bisa semakin beragam.
Ketiga, memungkinkan saluran stasiun
televisi baru. O-f

*) Hazwan Iskandar Jaya,
Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah DIY

hadir agar terjadinya keberagam-
an siaran selaras dengan budaya
dari Indonesia itu sendiri sehingga
setiap orang memiliki kesempatan

yang sama dalam penyiaran. Lurah - pamong tak perlu ikut
Disinilah pentingnya fungsi regu- kegiatan kampanye
lator yaitu KPI/KPID sebagai pe- -- Kalau diperintah bupati?

nentu dan pengawas prinsip-prin-
sip standar konten media yang

baik dan sesuai dengan nilai dan fokus di Jateng
kebuda).raan Indonesia. -- Jadi Presiden RI atau Gubernur
Perlindungan Konsumen
Jateng, Mas?

Ketiga, perlindungan konsu-
men. Tentu saja konsumen yang
eforia terhadap kebebasan meng-

gunakan media baru. Dengan Muhammadiyah
menggunakan data pribadi kon- -- Bukti Muhammadiyah tidak anti-
sumen, maka rawan akan seni

penyalahgunaan data pribadi. Di
samping itu, juga diperlukan per-
lindungan konsumen dari konten

Medan tempur terberat, Gibran akan

Seni budaya, misi penting dakwah
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